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~.lPngmgat 

BUPATI LAHAT 

PERATURAN BUPATI LAHAT 
NO MOR 7 4 TAHUN 2016 

TENTANG 

PENJABARAN 

-

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2017 

DE NGAN RAH MAT TU HAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAHAT, 

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentu2n Pasal 5 Peraturan 

Daerah Nomor 7 T ahun 2016 ten tang Angwffan Pendapotan 

dan Belanja Daerah T ahun AnJgaran 201 i' . perlu ditetapkan 

Peraturan Bupati Lahat tentang Penjobaran A1ggaran 

Per1dapatan dan Belanja Dc1erah; 

1. Undang-undang Nomor 28 Tcihun 1959 terming Pembentukan 

Daerah Tingkat II dan Kotapraja di .;umatera Selatar1 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 198[. tent2ng Pajak numi dan 

Bangunan (Lembaran f\1egara Republik L1Gom! ,ia Tahun 1985 

Noma: 68, T ambahan Lembaran Negara 1·1epublik lndonesici 

Nomo, 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang­

undang Nomor 12 T ahun 1994 (Lembarar Negara Republik 

Indonesia T ahun 1994 Nomor 62, T ambehan Lembaran Negara 

Rep1. brik Indonesia Nomor 3569); 

1 
v . .... 



------ - -

3 LJnja,,g-undang omor 28 Tahun 1999 entarg 

Pe11yelenggaraan Negara yang Bers1h dan Be">as Dar- Korups, 

Kolu31 dan Nepotisme (Lembaran ega·a RE:~ub 1k noones a 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran egara Repub1,I\ 

Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tf•ntang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Reoublik Indonesia l ahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negar~ Re,Jublik Indonesia 

Nomor 4286); 

5 Undang-undang Nomor 1 Tahun :~004 tent3ng 

Pemb,~ndaharaan Nega11 (Lembaran f\ieyara Republik 

lndon9sia Tahun 2004 Nomo,· 5, Tambahan '...embaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

6 Undrmg-undang Nomor 15 Tahl'n 2004 tent,:ng Pemeriksaan 

~engelolaan dan tanggungjawab Keuangan 1~egara (Lembaran 

egara Republik Indonesia Tahun 20C4 Nonl)r 66. Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): 

7. Undang-unda,19 Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Pere:1canaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Rep~1blik Indonesia Tahun 2004 Norno' 104. Tambahan 

Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 

8 Undang-undang Norror 33 Tahun 2004 tent;mg Perimbangan 

Keuangan Antara Pernerintah Pusat dart Pemerintah Daerar, 

(Lem~:aran Negara Republik Indonesia 1 ,1~un 2C04 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik lndon~si:: Nomor 4438); 

9. Undang-undang Nomor 28 Tahu11 2009 tenta,19 Pajak Daerah 

oan qetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahu 2009 Nomor 130 Tambahan Lembr:ran Negara Reputlik 



1 O. Und;:1ng-undang Nomor 23 T Jh1in 2014 te11tang Perr.E'rintah 

Daer ah sebagaimana tel ah diubah bebernpa kali terakhir 

dengan undang-undang Nomor 9 T ahun 2015 (Lembaran 

Negc1ra RI Tahun 2015 Nomor 581; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentany 

Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 

Pemarintah ~aerah (Lembaran Negara Rr,publik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 41 , Tambahan Lembarc.:n l'legara Republik 

lndon!➔Sia Nomor 4090); 

12 Perattiran Pemerintah No111or 24 ; ah:m 2004 ten tang 

f<.edudukan Protokoler dan Keuangan Fimpi11an dan Anggota 

DFRD (Lembaran t\egara Republik Indonesia Tahun 2004 

~om Jr 90, Tambahan Lembaran '~eg,· ra Rl 'PL•blik Indonesia 

Nornor 4416) sebagaimana telah diubah bebmapa kali terakhir 

de1gan Peraturan Pemerintah Republik lrdonesia Nornor 21 

T, ~un 2007 (Lembaran Negara R9publik lndon3sia Tahun 2007 

Nomor 47, tambaran Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 

Nomor 4712); 

13. Perai"Liran Pemerintah Nomor 23 7 ahun 2005 ten tang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Urni1m sebag3imanc.1 

tel ah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 4 Tahun 

2012; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2CC1'S !Antang Standar 

AkLntasi Pemerintahan (Lembaran Negara RepL;blik lndo.1es·a 

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republ:k 

lndone:3ia Nomor 4503); 



I::) rt:1 c:'1dl di I rt;II lt llllld I I VI I IUI .J.J I ell u L J J.J lCI l O ·~ U O IIO 

Pe ·iri:iangan (Lembaran Negara Repuollk indones1a Tahun 

2005 Nomor 137, T ambahan Lembaran Negara Republ ', 

Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 200~ tentang Sistem 

lnfon-viasi Keuangan oa·erah (Lembaran t Jegara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576)· 

17. Pe;raturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 

(Lembaran Negara Hepublik lndonesici TahL, ;1 2:105 Nomor 139. 

Tamo:1han Lembaran Negara Republik l,1donesic1 Nomor 4577); 

18 Per2tLiran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tent::_mg 

Pangelolaan Keuangan Daerah (Lembara11 i\Jer: ara Republ:k 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Repu blik lndones:a Nomor 457B, 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan Dan Penerapan Standar, PE::iayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik lr,c'one.~ia Nomor 4585); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 T ahun 2006 · enta1g Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

21 . 0 erat~iran Pemerintah Nomor 30 r ahun 2011 tentang Pinjamc1n 

Daerah (Lembaran Negara Republik lndo1,~si2 Tahun 2011 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negar3 Ropublik Indonesia 

Nornor 15219); 

22 .... 



22 P, : at.Jran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

201 E, tentang Perangkat Daerah (Lernbi:lran .\Jegara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 

23. Peraturan Presiden Repu bl ik Indonesia ~~ornoi" Tahun 20! 6 

tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Ncga~2 

Tahun 2017; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T E.hun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daer.:h sr,bagaimana telah 

diulah dua kali terakhir dengan Puaturan ~enteri Da1am 

Negeri Nomor 21 Tahun 201 1 tentang f>erubcir an Kedua Ata3 

Permendagri No:nor 13 Tahun 200( le11! 3ng Ped om an 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Noma, 32 Ta1un 2011 tentang 

Pedcman Pemberian Hibah dan bantu311 sosial yang 

bersumber dari Angggaran Pendapatan dar. Belailja Daerah 

sebanaimana telah diubah dengan P0:.:1tura1 1Venten Dalc1m 

Negeri Nomor 39 Tahun 2012; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 T ahun 2016 tentang 

Pedoman Penyusunan APSD Tar un Anggaran 2017; 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lr3hat Nomo1· 13 T ahun 2008 

tentang Pokol:-Pokok Pengelolaan Ket,anqan Daerah 

sebagairnana telah dengan Peraturan Oaer!:lh 1-<abupaten Lahat 

Nomor 'IO Tahun 2012 (Lemba1 an Daerah Kabupateri Lah at 

Tahun 2012 Nomor 10); 

28 Peratu ·an Dc:erah Kabupaten Lahat N,x:1ci" o:: Tahun 2011 

:~r'.3' ~l PaJak Daerar (Lembaran Daerall ~abupaten Lahat 
- ,...,..,.. ..-. '1 ~ A ,4 

C ~• £.. .. 



29. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomo:- 06 Tahun ~011 

te11tong Retribusi Daerah (Lembaran D .. ern.t: Ka~)Upaten L<1hat 

Tahun 2011 Nornor 04); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Lah at Namer 7 T ahun 20, 6 

tentang Anggaran Pendapatan dan Be'anja Daerah Kabupaten 

Lahat T ahun Anggaran 2017; 

MEMUTUSKAN : 

l'J1enetapkan PERATURAN BUPATI LAHAT TENTANC: PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELA.~JA fJAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2017. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T ahun Anggaran 2017 terd iri dar; : 

1. Pendapatan Daerah : 

2. 

a. Pendapatan Asli Daerah 

b. Dana Perimbangan 

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah 

Jumlah Pend8patan 

Belanja Daerah : 

a. Belanja Tidak Langsung 

1. Belanja Pegawai 

') 
'-• Belanja Bunga 

3. Belanja Subsidi 

4. Belanja Hibah 

~ Belanja Bantu,:m Sosial 

Rp 134.434.440.737,89 

Rp 1.309.600.601.000,00 

Rp 297.572.997 .6UO,OO 

------ -
Rp 1. 7 41 .608.039.337,89 

Rp 664.030.321.0~i6, 00 

Rp 0,00 

Rp 0,00 

Rp 20.835.G.:'-3.825,00 

Rp 1 .. 000.000.000, .,0 



6. Belanja B,.gi -i;:1sil kepada 

Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes 

7. Belanja Bantuan Keuangan 

kepada Provinsi/Kab/Kota dan 

Pemdes 

8. Belanja Tidak Terduga 

b. Belanja Langsung 

1. Belanja Pegawai 

2. Belanja Barang dan Jasa 

3. Belanja Modal 

Jumlah Belanja Dacrah 

Surplus/(Defisit) 

3. ?enibiayaan Daerah 

a) ~enerimaan 

b) Pengeluaran 

Jumlah Pembia) ~an Netto 

Si~a lebih pernbiayaan anggaran 

tahun berkenran 

Pasal2 

Rp .i.415.5L-u.0C0,00 

Rp 386.746.347.967,00 

Rp 1.250.000.000,00 

Rp 1.07 8.278.048.888,00 

Rp 9.644.12i000,00 

Rp 356.727 .652.920,00 

Rp 391 .513.343.393,00 
--·-

Rp 7'j7 885.159.313,08 

Rp 1.835.163.208.201,00 

Rp (94.555.168.863, 1 'i) 

Rp 99.555.168.86~\ 1 ·1 

Rp 5.000.000.000,00 
--- -------
Rp 

Rp 

94. 555.168. 863, 11 

0,00 

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 oirinci lebih lanjut 

pada lampiran peraturan ir i. 

Pasal3 

Lampiran setagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagic1r yang t.dak terpisa 1ran 

dari peraturan ini. 



• 
Pasal 4 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 

dengan p~nempatan dalam ~erita Daerah. 

Ditetapkan di Lahat 

Pada Tanggal .2s Desember 2016 

II.SA 

Diundang di Lahat 

Pada Tanggal .2-s Desember 2016 

. EK RF.TARIS DA£RAH KABllPATl<:N LA HAT. 

13ERITA DAERA£I KA!3 UPATl:N l.Al IAT TAJ TUN 20 16 NOMOR 7'!, ...... ' . . .. .. . . 


